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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola partisipasi masyarakat pada kebijakan publik negara di era
digital. Metode penelitian yang diterapkan menggunakan Systematic Literatur Riview (SLR) dengan
menggunakan 100 artikel bersumber dari database Scopus. Riview atau analisis artikel menggunakan
aplikasi VOSviewer untuk melihat trend topik dari tahun ke tahun, negara, penulis, cluster hingga density
topik yang sedang dibahas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadi interaksi dua arah (feedback)
antara negara dan masyarakat melalui platfrom digital (media sosial) terkait diskusi kebijakan publik dan
juga bagaimana terjadi kesenjangan antara ketidaksiapan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan
transisi digitalisasi. Adanya revolusi digital membuat dunia menggunakan kelebihan teknologi digital
dalam berbagai bidang kehidupan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para
penggunanya. Tidak terlepas dari pemerintah yang mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan
tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Hal tersebut membuat perubahan konsep tata kelola negara dari
Government menjadi Digital Era Governance (DEG). Intervensi digital yang mengubah cara berfikir,
bertindak, dan berkomunikasi antara negara kepada rakyatnya memberi kemudahan dimanapun berada.
penelitian ini juga mengungkapkan perbedaan pola penggunaan teknologi digital oleh negara
berkembang dan negara maju, dimana negara berkembang lebih banyak mengalami trial and error
dibandingkan negara maju yang dapat dilihat dari kesiapan pemerintahannya. Hasil penelitian ini
berkontribusi pada pengembangan disiplin ilmu pemerintahan yang terkait dengan hubungan negara dan
masyarakat melalui partisipasi kebijakan publik, penelitian ini juga lebih memperjelas roadmap
penelitian tentang partisipasi digital. Keterbatasan penelitian ini adalah artikel yang digunakan hanya
bersumber dari database Scopus dengan penelitian yang dipublish mulai tahun 2020-2023 sehingga
temuan penelitian tidak dapat menggambarkan secara komprehensif tentang dinamika, isu atau topik
partisipasi digital dalam pelayanan publik. Penelitian berikutnya perlu menggunakan artikel ilmiah yang
bersumber dari database internasional bereputasi lainnya, seperti Web of Science dan Dimensionds
Scholars agar memperjelas penelitian saat ini.

Kata Kunci: Digitalisasi, kebijakan, partisipasi, teknologi

Pendahuluan

Pendahuluan Revolusi digital dunia saat ini membuat banyak perubahan bagi tata
Kelola negara. Teknologi digital mengambil peran penting dalam pembaharuan
pelayanan negara kepada masyarakat (David dkk., 2023). Negara kini mengadopsi
kemampuan dan kecanggihan teknologi digital di berbagai sektor untuk meningkatkan
efesiensi, efektifitas, hingga akuntabilitas (Merhi, 2022). Teknologi digital yang
menawarkan berbagai fitur didalamnya, termasuk media sosial membuat negara lebih
mudah dalam mensosialisasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Begitupula
masyarakat yang dapat memberikan komentar terhadap berbagai kebijakan publik
negara. Hal ini membuat media sosial menjadi arena dimana komunikasi timbal balik
antara negara dan masyarakat terjadi feedback (Hochtl & Edelmann, 2022). Negara
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mengharuskan adaptif dan collaborative terhadap penggunaan teknologi digital,
sehingga dapat membantu dalam peningkatan partisipasi masyarakat modern di era
digital saat ini (Ravselj dkk., 2022). Fenomena tersebut memberi manfaat antara relasi
negara kepada partisipasi masyarakat modern dalam menetukan arah program
kebijakan publik.

Banyak penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat
dalam era digital yang difokuskan dengan berbagai topik dan isu. Zumofen, Mabillard dan
Pasquier (2023) mengungkapkan bahwa partisipasi digital merupakan bentuk
komunikasi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok melalui
teknologi digital, dalam pembahasan ini yaitu relasi (komunikasi) antara negara dengan
masyarakat. Dilanjutkan dengan penemuan dari Mukhametov (2022) yang menjelaskan
dampak dari penggunaan teknologi digital terhadap partisipasi masyarakat kepada
negara, dimana hal tersebut berpengaruh kepada pola partisipasi yang inovasi dan
collaborative. Homburg dan Moody (2022) juga mengungkapkan adopsi teknologi digital
dalam partisipasi masyarakat dan negara china, sebuah negara yang memadukan
pemerintahan otoriter dan toleran. Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang
bagaimana pemerintahan china menggunakan teknologi digital (media sosial) yang
berpengaruh terhadap hubungan masyarakat kepada negara.

Banyak akademisi yang telah mengkaji partisipasi masyarakat terhadap kebijakan
publik negara di era digital saat ini. Diantaranya menjelaskan bagaimana konsep-konsep
penggunaan teknologi digital yang diadopsi negara dalam kebijakan publik. Konsep
umum menjelaskan keterjangkauan teknologi sebagai “Tindakan dan penggunaan yang
secara kualitaif lebih mudah atau mungkin dilakukan oleh teknologi” (Galushi & Malatji,
2022). Teknologi digital tersebut membuat negara memproduksi sendiri pesan-pesan
multimedia dan mendistribusikan langsung kepada masyarakat dan mengambil
Keputusan (Orazgaliyeva dkk. 2023). Masyarakat yang menerima kebijakan publik
melalui teknologi digital dapat memberikan pesan (feedback) kepada negara terkait apa
yang mereka rasakan dari kebijakan tersebut (Adugna dkk., 2023). Konsep saling tanggap
melalui platform digital tersebut membentuk partisipasi warga negara diamanapun
mereka berada.

Implementasi nyata konsep penggunaan teknologi digital dapat dilihat Ketika masa
pandemi Covid-19. Shen, Cheng dan Yu (2023) menjelaskan platfrom digital yang
disponsori pemerintah dalam memfasilitasi transisi dari ketahan pemulihan Covid-19 ke
ketahanan transformatif. Platform Weijiayuan yang diterapkan di kota Jiaxing, Tiongkok
memainkan peran penting dengan memberikan informasi-informasi terkait
perkembangan, pencegahan hingga pelaporan deteksi Covid-19 kepada masyarakatnya.
Hal tersebut serupa dengan program kebijakan publik di Indonesia dalam masa Covid-
19, melalui aplikasi Peduli Lindungi yang difasilitasi pemerintah. Masyarakat dapat
melakukan konfirmasi deteksi dini Covid-19, serta mendapat konfirmasi validasi
kesehatan untuk pergi ke berbagai tempat. Adanya kebijakan tersebut membuat
masyarakat lebih mudah melakukan akses kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

111 | Jurnal Sosial Humaniora (JSH), Juli 1(1), 2024, pp 111- 126



Muhammad Ihwan Salsabila

Kud (2023) dalam studi penelitiannya di Inggris, Estonia, India, dan Ukraina
menjelaskan dampak penggunaan platfrom modern berbasis blockchain dalam tata
kelola publik. Tujuannya adalah untuk memperkuat potensi platform informasi yang
terdesentralisasi sebagai alat baru tata Kelola publik untuk meningkatkan partisipasi
sadar masyarakat dalam politik publik dan demokrasi. Akan tetapi, disamping dunia
mempraktikan penggunaan platform digital yang terpusat untuk kenyamanan bagi warga
negara. Hal tersebut justru menggantikan nilai-nilai nyata demokrasi, sehingga
menghilangkan warga negara dari pemerintahan yang sadar oleh negara mereka.
Penggunaan platform digital oleh negara pada program kebijakan publik seperti trial and
error yang memberikan dampak positif maupun negative kepada masyarakat (Mota
Consejero & Janoschka, 2023). Sehingga digitalisasi dalam kebijakan publik bisa menjadi
ancaman keberlangsungan nilai-nilai demokrasi, terutama pada negara berkembang
yang masih relative rentan sifat demokratis masyarakatnya.

Tian dkk. (2023) dalam penemuannya menjelaskan platform kolaboratif digital yang
terdiri dari empat modul untuk membangun pola kerja bagi seluruh pemangku
kepentingan (Negara, Masyarakat & Pengusaha) untuk berpartisipasi dalam proses
pembaharuan perkotaan di Tiongkok. Akan tetapi platform kolaoratif digital tersebut
mendapat berbagai tantangan, seperti kemauan, kapasitas warga, dan kredibilitas karena
belum adanya pengaturan yang terlembaga. Oleh karena itu, selain mengadakan transisi
ke platform digital negara juga perlu membuat regulasi yang jelas mengenai penerapan
teknologi digital pada sektor pemerintahan (Giiler & Biiyiikézkan, 2023). Hal tersebut
dilakukan agar adanya pengaturan secara terlembaga untuk memudahkan terciptanya
tata Kelola digital. Hochtl dan Edelmann (2022) menunjukan sejauh mana teknologi
digital berperan penting dalam kehidupan dan wawasan berharga yang didapat dengan
memahami proses-proses untuk mendukung rancangan inisiatif partisipasi digital
terhadap pemerintah dimasa depan. Karena negara dan masyarakatnya dituntut selalu
melakukan kolaborasi dalam kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(Singh dkk., 2023).

Sameer dkk. (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa masyarakat akan
bersedia berpartisipasi dalam Digital Participation ketika kepercayaan dan transparansi
terhadap pembuat kebijakan meningkat. Dimana pemerintah harus memberikan fasilitas
atau infrastruktur yang memadai dan mendukung masyarakat dalam partisipasi digital.
Adanya intervensi teknologi digital membuat pembaharuan tata Kelola publik yang kini
disebut Digital Era Governance (DEG), E-Government, atau tata Kelola digital. Ravselj dkk.
(2022) menggambarkan perkembangan DEG dalam dua dekade terakhir (2001-2020),
dimana layanan elektronik yang berorientasi pada masyarakat dengan melibatkan
partisipasi bahkan menjadi layanan cerdas dengan memfasilitasi teknologi yang sedang
berkembang dan distruptif. Adanya platform digital menjadi alternatif masyarakat dalam
memberikan aspirasi, saran hingga kritik untuk program kebijakan publik dalam
menumbuhkan kreasi bersama, produksi bersama, inovasi, atau transaksi (Renteria &
Varela-Castro, 2023). Bahkan partisipasi digital ini bisa mencakup hal yang lebih spesifik
dan mendalam (privasi), sebagaimana Davis dkk. (2023) menjelaskan pada tahun 2018
pemerintah Australia mengadopsi strategi ‘opt-out’ untuk meningkatkan partisipasi
dalam My Health Record (MHR) sebuah sistem pencatatan pasien digital nasional. Hal
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tersebut tentu memudahkan pemerintah dalam memahami kondisi tingkat kesehatan
masyarakatnya dalam skala nasional, sehingga bisa membuat program-program
kesehatan nasional secara tepat.

Meskipun platform digital telah digunakan banyak negara, akan tetapi konsep
tersebut tidak terlepas dari kritik karena sering kali menyebabkan kurangnya atau
penurunan keterlibatan masyarakat. Coelho, Pozzebon dan Cunha (2022) dalam studi
kasusnya di tiga kota besar brazil menjelaskan bagaimana kekuasaan dikaitkan dengan
penggunaan sumber daya dalam praktiknya, yaitu dengan sumber daya digital. Platform
digital dapat bermanfaat dalam peningkatan partisipasi masyarakat ketika konsep
tersebut di orientasikan untuk kepentingan publik bukan untuk arena usaha para pejabat
publik atau politik (Schmidthuber dkk., 2022). Perlu adanya komitmen dan kesiapan dari
seluruh stakeholder untuk mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik
sehingga dapat memberikan ruang pada partisipasi masyarakat dan mempermudah
negara dalam fungsi serta tanggungjawabnya (David dkk., 2023).

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak menjelaskan tentang partsipasi
masyarakat dalam era digital, namun penelitian terdahulu masih belum banyak yang
menggunakan pendekatan Systematic Literatur Riview dengan artikel yang diambil dari
database Scopus serta belum banyak yang menggunakan metode riview artikel dengan
aplikasi VOSviewer. Karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada riview paper dengan
pendekatan Systematic Literatur Riview (SLR) menggunakan 100 artikel yang
bersumber dari database Scopus. Metode SLR ini akan digunakan untuk mendapatkan
gambaran bagaimana pola partispasi masyarakat terhadap kebijakan publik negara di
era digital.

Platform
Digital

Digital Era

Colloborative Governance

Digital
Participacion

Drigital Public
Policy

Gambar 1. Digital Particion (Data diolah 2024)
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Kerangka penelitian ini dimulai dengan konsep partisipasi digital dalam program
kebijakan publik negara. Prinsip-prinsip collaborative dan inovatif mengambil kunci bagi
syarat untuk mengadopsi teknologi digital dalam sektor tata kelola kebijakan publik.
Sehingga terjadi transisi menuju e-Government dan Digital Public Policy. Platform Digital
menjadi arena dalam keberlangsungan partisipasi masyarakat pada penentuan kebijakan
publik, sehingga terdapat pembaharuan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital
sebagai arena baru dalam partisipasi masyarakat pada kebijakan publik yang dihadirkan
negara memberi komunikasi timbal balik (feedback). Dengan melibatkan kemampuan
teknologi untuk menuju digitalisasi tata kelola kebijakan publik, maka negara dan
masyarakatnya memasuki masa Digital Era Governance (DEG).

Fokus kajian penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan
penelitian, yaitu “Bagaimana pola partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik
negara di era digital”. Metode penelitian menggunakan kualitatif analisis konten dengan
pendekatan Systematic Literatur Riview (SLR) dan analisis artikel menggunakan
VOSviewer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu, khususnya ilmu
pemerintahan yang terkait dengan hubungan negara dan masyarakat dalam bentuk
partisipasi dan melihat dinamika kebijakan publik di era digital.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literatur Riview
(SLR). Data yang bersumber dari berbagai artikel ilmiah atau jurnal dari database Scopus
diproses hingga menjadi karya ilmiah yang menghasilkan manfaat bagi para pembaca.
Pendekatan penelitian SLR menggunakan pemetaan topik, pencarian artikel, dan kajian
yang relevan bersumber dari database Scopus. Pendekatan metode penelitian Systematic
Literatur Riview (SLR) digunakan karena memenuhi karakteristik penelitian ini,
terutama dalam pencarian data secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi
seberapa banyak penelitian yang relevan dengan topik.

Tahap pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan menentukan topik atau fenomena
dengan metode Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses
(PRISMA) dilanjutkan dengan mendefinisikan kelayakan tema tersebut. Refrensi
penelitian ini ditentukan hanya bersumber dari database Scopus dengan pemilihan
artikel dan kajian yang terkait dengan topik. Lihat gambar penjelasan dibawah ini:

/-mle Search /pu, Mapping \\ST‘JW Topic /ll:al Partu:lpanun

Gambar 2. Process of Article Review Activities (Data diolah 2024)

Para peneliti mencari refrensi jurnal dengan kata kunci “Digital Participation and
Governance” berdasarkan tahapan yang disebutkan di atas. Jenis dokumen yang
disertakan adalah artikel dan makalah. Data dikumpulkan dengan memilih penelitian
yang paling relevan dengan topik. 100 artikel jurnal dari database Scopus yang digunakan
dalam penelitian ini dan artikel tersebut di analisis berdasar tahun, wilayah, penulis yang
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dianalisis lebih lanjut menggunakan aplikasi VOSviewer pada bagian cluster dan density.
Artikel yang telah di analisis dievaluasi Kembali dan dipadatkan. Temuan penelitian
kemudian ditransformasikan menjadi diskusi menyeluruh untuk artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Review Artikel Jurnal Partisipasi Digital dalam Program Kebijakan Publik di Era
Digital. Bagian ini membahas hasil identifikasi artikel jurnal terindeks Scopus tentang
topik partisipasi digital dalam program kebijakan publik negara. Data-data visual yang
bersumber dari Scopus dan analisis melalui VOSviewer memberikan temuan jumlah
dokumen hingga tren topik penelitian secara komprehensif. Diambil dari database
Scopus adalah (1) analisis artikel tentang partisipasi digital dari tahun ke tahun; (2)
negara asal para peneliti atau penulis artikel partisipasi digital dan jumlah artikel; (3)
analisis data terkait topik yang sedang hangat dibicarakan. Temuan data di analisis lebih
lanjut menggunakan aplikasi VOSviewer tentang topik partisipasi digital berbentuk (4)
Kumpulan tautan jaringan antara satu topik dengan topik lainnya; dan (5) kepadatan
yang memberi gambaran banyaknya penelitian yang telah ada pada setiap topik. Setiap
ketebalan warna dalam data menujukan banyak atau sedikitnya penelitian tentang topik
tersebut. Gambar 1 tentang meningkatnya artikel partisipasi digital menurut tahun
penerbitannya adalah sebagai berikut.

Documents by year Scopus

Documents

2023
Year

Copyright © 2024 Clsevier B.V. All rights reserved. SCopus® s & registored trademark of Elsevier 8.V

Gambar 3. Dokumen Scopus Berdasarkan Tahun (Scopus)

Dari gambar 1 dapat dipahami, terlihat sejak tahun 2022 sudah ada kurang lebih 120
dokumen artikel yang membahas tentang partisipasi digital. Sejak tahun 2022 hingga kini
semakin banyak dokumen artikel yang berbicara partisipasi digital dalam ruang lingkup
kebijakan publik negara di dunia. Dibuktikan dengan grafik yang terus meningkat hingga
mencapai 150 dokumen artikel pada tahun 2023, hal tersebut menjelaskan bagaimana
peneliti di dunia mulai berfokus terhadap dinamika partisipasi masyarakat terhadap
kebijakan publik secara manual menjadi digital. Dengan ditandainya revolusi digital
membuat banyak negara mengadopsi teknologi digital dalam transformasi kebijakan
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publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Topik partisipasi digital yang
dibahas oleh peneliti dengan berbagai fokus dan disiplin ilmu yang berbeda seperti,
Psychology, Ilmu Administrasi Publik, Teknik, [lmu Komputer dan lain-lain. Sehingga
yang dihasilkan peneliti memiliki keunikan, pembaharuan dan pembeda dari penemuan-
penemuan sebelunya. Jika kita melihat dari negara asal, peneliti mendapat data dari
database Scopus, perhatikan gambar 2 sebagai berikut.

Documents by country or territory Scopus

Compare the document counts for up to 15 countries/territories.
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Gambar 4. Dokumen Scopus Berdasarkan Negara atau Wilayah (Scopus)

Pada bagian ini memaparkan negara yang menghasilkan publikasi dokumen
terbanyak. Dari gambar 2 terlihat gambaran topik partisipasi digital dalam database
Scopus menunjukan bahwa: (1) United States memiliki jumlah sekitar 40 dokumen artike
yang menunjukan bahwa para peneliti di wilayah tersebut memiliki fokus pada topik
partisipasi digital; (2) di China memiliki jumlah sekitar 35 dokumen artikel yang
menandakan salah satu wilayah dengan populasi penduduk terbanyak didunia tersebut
sedang mengalami fenomena perubahan partisipasi masyarakat melalui digital; (3) di
United Kingdom memiliki 30 dokumen artikel; (4) di Australia memiliki jumlah sekitar
20 dokumen artikel; (5) di India dan Spain memiliki jumlah sekitar 15 dokumen artikel;
(6) lalu disusul beberapa negara seperti Germany, Canada, Indonesia, dan Netherlands
yang memiliki jumlah sekitar 10 dokumen artikel. Lalu berdasarkan penulis yang
mempublikasikan dokumen artikel terbanyak sesuai topik lihat gambar 3 sebagai
berikut.
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Documents by author Scopus

Compare the document counts for up to 15 authors,
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Gambar 5. Dokumen Scopus Berdasarkan Penulis (Scopus)

Publikasi penelitian tentang partisipasi digital pada kurun waktu 2022-2023 telah
melibatkan banyak penulis dari berbagai disiplin ilmu. Dari gambar 3 terlihat sebanyak
10 penulis yang menerbitkan dokumen artikel tentang topik partisipasi digital
menunjukan bahwa Dwivedi, Y.K menulis sebanyak 3 dokumen artikel yang tentang
partisipasi digital dalam sudut pandang ilmu ekonomi dan bisnis. Lalu di ikuti pada posisi
kedua oleh Al-Saadj, S. yang menerbitkan sebanyak 2 dokumen artikel partisipasi digital
melalui sudut pandang disiplin ilmu Teknik dan para penulis lain seperti Alalouch, C.,
Cabedo-Ferrerio, R,, Coelho, T.R., Cunha, M.A,, Falguera-Puig,G., Garcia-Seirra, R., Jori, AK,,
Kud, A. Topik partisipasi digital yang dibahas menggunakan berbagai prespektif disipliln
ilmu tersebut menjelaskan bahwa, bukan hanya disiplin ilmu pemerintahan saja yang
memiliki fokus terhadap topik tersebut. Sehingga berbagai sudut pandang tersebut
meberi literatur yang sangat beragam dan berpengaruh sangat besar dalam membentuk
peta jalan tentang studi partisipasi digital. Berdasarkan analisis Cluster VOSviewer, lihat
gambar 4 di bawabh ini.
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Gambar 6. Cluster Berdasarkan Topik (Vosviewer)

Melalui analisis data yang diperoleh dengan bantuan aplikasi VOSviewer pada topik
partisipasi digital, kita bisa melihat bahwa partisipasi digital memilik banyak kaitan
denga topik lain. Topik yang memiliki ketebalan warna menunjukan bahwa topik
tersebut sedang banyak diteliti, sehingga dapat menentukan kelayakan topik yang
diangkat pada penelitian saat ini. Beberapa topik yang memiliki keterkaitan seperti
relationship, acces internet, collaboration, dan smart city dapat menjadi bahan diskusi
yang memiliki banyak poin fokus untuk diteliti. Cluster VOSviewer menampilkan data
yang membuat peneliti melihat ada keterkaitan dengan topik utama yaitu partisipasi
digital dalam kebijakan publik negara yang kini belum banyak dibahas, khususnya
diwilayah penulis yaitu Indonesia. Oleh karena itu peneliti mengambil fokus topik
tentang digital participation menggunakan disiplin ilmu pemerintahan sebagai
background penulis. Mengingat topik tersebut yang semakin tahun meningkat drastis
dikalangan peneliti yang fokus pada disiplin ilmu pemerintahan dan kebijakan publik.

Berdasarkan analisis density yang diambil dari aplikasi VOSviewer dapat menambah
penjelasan terkait trend yang sedang hangat di bahas dunia internasional dalam kurun
waktu 2022-2023. Data visual ini digunakan untuk memberi gambaran singkat terhadap
area utama dalam jaringan bibliometrik. Perkembangan dan kepadatan memberi arah
penulis terhadap topik yang relevan untuk diangkat dalam penelitian ini. Sehingga
hubungan negara dan masyarakat dalam era digital saat ini merupakan kombinasi
sempurna untuk membahas fenomena tersebut berpengaruh terhadap tata kelola
kebijakan publik. Hasil yang didapatkan berupa kajian hasil seluruh riview artikel
tentang partisipasi digital akan memberi literatur lebih lengkap dan komprehensif dalam
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bahan referensi penelitian berikutnya. Lihatlah gambar 5 tentang analisis VOSviewer
Density.

citizen

e’#?_\ VOSviewer

Gambar 7. Vosviewer density (Vosviewer)

Hasil data analisis terkait kepadatan dari aplikasi VOSviewer menujukan bahwa
semakin terang warna topiknya menandakan topik tersebut sedang hangat dibicarakan
dan sebaliknya, jika warna topik semakin pudar maka masih sedikit dibicarakan.
Berdasarkan hasil analisis data diatas mengambarkan bahwa partisipasi masyarakat
merupakan topik yang sedang hangat dibicarakan, termasuk berbicara partisipasi digital
terhadap kebijakan publik negara. Hal tersebut mempertegas bahwa topik yang diangkat
dalam penelitian ini masih pantas dan memiliki ruang untuk di diskusikan lebih dalam
pada sebuah artikel. Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana para peneliti
menggambarkan dinamika partisipasi digital dalam kebijakan publik negara.

Partisipasi dan digital merupakan dua kata yang bermakna beda. Partisipasi yang
merupakan keterlibatan individu atau kelompok terhadap individu ataupun kelompok
lain. Sedangkan digital yang memiliki makna suatu pembaharuan atau modernisasi pada
teknologi digital. Dua kata yang dipadukan menjadi partisipasi digital ini memiliki makna
keterlibatan kelompok atau individu melalui teknologi digital di era modern (Kud, 2023).
Adanya partisipasi digital tidak terlepas dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, dimana manusia terus menemukan berbagai cara untuk mempermudah
hidup mereka salah satunya dengan melibatkan teknologi. Sebelumnya manusia
melakukan partisipasi dalam beberapa agenda publik secara langsung, kini mengalami
perubahan melalui teknologi digital yang menawarkan berbagai fitur didalamnya. Media
sosial menjadi ruang berkomunikasi ataupun diskusi yang dapat dilakukan dimanapun
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kita berada. Tujuan diciptakannya media sosial untuk memberikan kemudahan dan
kenyamanan bagi manusia dalam berinteraksi satu sama lain (Bi, 2022).

Teknologi digital sangat mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan secara
sosial, politik, ekonomi, kesehatan, bahkan hingga psikis manusia. Terlihat bagaimana
berbagai bidang mengadopsi teknologi digital dengan fiturnya dalam berbagi informasi,
data, berkomunikasi hingga pembuatan kebijakan publik (Coelho, Pozzebon, dkk., 2022).
Hal tersebut juga membuat banyaknya interaksi yang collaborative dan innovative dalam
kehidupan manusia. Teknologi digital menjadi pusat sentral penting dalam setiap
tindakan manusia, dibuktikan dengan banyaknya penelitian dari berbagai disiplin ilmu
yang mengkaji keterlibatan teknologi digital dalam disiplin ilmu para peneliti. Para
pengusaha yang mulai mengubah pola branding produk mereka yang secara manual
menjadi digital, para tenaga medis yang memberikan berbagai informasi kesehatan
melalui platform digital, hingga pemerintah yang mengubah tata kelola negara menjadi
digital (E-Government) (Galushi & Malatji, 2022). Karena mereka dituntut untuk
melakukan berbagai pembaharuan yang sesuai dengan kondisi zaman saat ini berada.

Sekalipun teknologi memberikan dampak terhadap partisipasi digital dalam
berbagai bidang, akan tetapi penerapannya tidak mudah untuk dilakukan. Sama halnya
seperti suatu penemuan yang mengalami trial and error, digitalisasi juga memberikan
dampak negative kepada kehidupan manusia. Rasa nyaman yang diberikan teknologi
membuat manusia kurang berinteraksi secara langsung kepada manusia lain yang secara
perlahan menimbulkan sifat apatis (tidak ingin tahu) pada lingkungan sekitarnya. Serta
aktivitas yang dilakukan serba cepat membuat manusia menjadi bermalas-malasan dan
menjadi budak dari teknologi tersebut (Xie dkk., 2023). Jika hal tersebut dibiarkan, maka
manusia akan terkendali oleh hasil ciptaanya sendiri yang seharusnya berdampak positif
malah justru mengarah kepada hal negative. Oleh karena itu, manusia perlu bijak dalam
penggunaan teknologi digital sehingga bermanfaat kepada diri sendiri maupun
lingkungan sekitar.

Negara melalui pemerintah memiliki tugas dan fungsi bagi masyarakatnya, salah
satu fungsinya adalah sebagai regulator dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat publik
(Coelho, Cunha, dkk. 2022). Kebijakan publik di orientasikan untuk kepentingan
masyarakatnya, sedangkan masyarakat yang bersifat dinamis membutuhkan berbagai
fasilitas yang selalu diperbaharui. Oleh karena itu negara dituntut untuk selau paham
secara pasti apa yang dibutuhkan masyarakat dari generasi ke generasi. Sifat negara yang
adaptive dan collaborative tentu akan mampu mencari berbagai cara untuk membuat
kebijakan publik yang relevan serta bertahan dari setiap keinginan warganya (Al
Sulaimani & Ozuem, 2022). Perlu banyak keterlibatan pemangku kepentingan dalam
menentukan kebijakan publik sehingga mampu memunculkan kepercayaan satu sama
lain.

Masyarakat sebagai objek yang dituju dalam pembuatan kebijakan publik maka
perlu dilibatkan agar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu,
perlu ada partisipasi atau keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap penentuan,
proses hingga implementasi kebijakan publik (Junqueira dkk., 2023). Sehingga proses
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Input-Output berjalan dalam sistem politik negara serta relasi negara dan masyarakat
yang dapat menumbuhkan trust antara satu sama lain. Hal tersebut juga menjadi bentuk
prinsip demokrasi yang memperbolehkan masyarakat dalam menggunakan hak bersuara
dan berpendapat dalam menentukan arah masa depan bangsa (Robertson, 2022).
Perubahan konsep Government yang memiliki arti sempit dalam pemangku kepentingan
untuk tata kelola negara menjadi Governance dalam melibatkan tiga pilar utama yaitu,
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang lebih menekankan prinsip partisipasi.
Ditambah dengan perkembangan digitalisasi yang bisa menjadi alat dalam partisipasi
masyarakat modern.

Teknologi digital yang mengubah pola interaksi antara masyarakat dan negara
menjadi suatu diskusi yang sangat menarik. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak
pasca Covid-19 yang mempertegas perubahan teknik komunikasi dunia. Teknologi digital
dengan fitur media digitalnya memberikan asumsi perubahan paradigmatik mengenai
cara pemerintah dan cara berkomunikasi (Vlad dkk., 2023). Media digital mengubah cara
negara dan pemerintahannya berfikir, merencanakan, dan melaksanakan kebijakannya,
namun yang akan di fokuskan dalam diskusi kali ini adalah cara mereka membuka ruang
partisipasi digital terhadap kebijakan publik sehingga terbentuk pola komunikasi antara
negara dan masyarakatnya.

Yuan dkk. (2023) berpendapat bahwa Platform digital yang mencakup interaksi
sosial, pembuatan konten, dan integrasi teknologi komunikasi dapat meningkatkan
evektivitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di tingkat masyarakat.
Dikarenakan sifat interaktif platform digital yang memfasilitasi dua arah komunikasi
sehingga kehadiran pemerintah di platform digital sangatlah penting untuk menjangkau
masyarakat secara efektif. Pemerintah melalui media sosial dapat membantu
meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengetahuan tentang suatu Kkrisis,
menghilangkan kepanikan masyarakat dan mencegah berita-berita palsu (Wilson &
Tewdwr-Jones, 2022). Selain pemerintah dapat memberikan informasi publik, platform
digital juga bisa digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penentuan
agenda-agenda publik yang akan dibuat oleh pemerintah kedepannya. Dengan membuka
layanan atau fitur coment untuk melakukan interaksi di setiap website milik pemerintah,
agar masyarakat bisa menyampaikan pendapat bahkan dapat memberikan keluhan
terhadap suatu permasalahan yang membutuhkan proses hukum kedepannya. Hal
tersebut agar meningkatkan keamanan melalui media digital. Pola komunikasi dua arah
tersebut dapat menimbulkan input (masukan) dan output (luaran) yang merupakan
bagian sistem politik. Pola komunikasi dua arah dapat dilihat pada gambar 6 di bawah
ini.
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Gambar 8. Pola Komunikasi Dua Arah (Data diolah 2024)

Cazorla dkk, (2023) dalam penelitiannya di Amerika Latin menjelaskan bahwa
terdapat perbedaan yang jelas antara berbagai jenis kewarganegaraan dan bentuk
partisipasi secara online maupu offline, sekaligus perbedaan presepsi dan sikap politik
antar wilayah di Amerika Latin. Hal tersebut memberikan gambaran penting bahwa arus
partisipasi digital merubah secara mendalam kepada masyarakat melaui prespektif.
Shaikh dkk, (2022) juga memberi penjelasan dalam penelitiannya di India bahwa
intervensi digital gagal Ketika mereka mengabaikan kompleksitas intervensi layanan
kesehatan. Berbeda dari sektor lain, praktik Kesehatan sangat bervariasi, alur kerja dan
perilaku mencari layanan Kesehatan di antara pasien sangat berbeda. Hal tersebut
memaksa pelayanan publik pada kesehatan harus menggunakan teknologi digital secara
maksimal. Sosialisasi penggunaan teknologi digital juga harus ditekankan pemerintah
agar masyarakat dapat menggunakan layanan digital dengan maksimal.

Membuka saluran komunikasi dua arah bagi masyarakat untuk menyampaikan
masukan mereka bukanlah hal mudah dilaksanakan. Banyak tantangan yang perlu
dihadapi, akan tetapi bukan pada teknologi sumber masalah tersebut. Tantangan lebih
pada apakah dan bagaimana pemerintah daerah serta konstituen mereka menerima
transisi menuju pembaharuan saluran komunikasi (Wojczewski dkk., 2023). Oleh karena
itu tentu pola yang digunakan oleh negara berkembang dan negara maju berbeda dalam
mengadopsi teknologi digital terhadap tata kelola kebijakan publik. Negara berkembang
lebih cenderung mengalami banyak trial and error karena kualitas sumber daya
pemerintahan dan masyarakat yang masih belum siap dengan intervensi teknologi
digital. Dibandingkan negara maju yang memiliki cukup kesiapan untuk melakukan
transisi digitalisasi negara dan masyarakat.

Kebijakan publik termasuk salah satu produk politik yang bisa membuat di
adakannya untuk orientasi kekuasaan bukan untuk kepentingan masyarakat. Fenomena
dramatis ini sudah di potret oleh De Souza Ferreira (2023) dalam penelitiannya di brasil,
menjelaskan bahwa konsep kebijakan publik digital bisa menjadi arena para pejabat
publik untuk meraih keuntungan melaui platform-platform pemerintah. Hal tersebut bisa
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menjadi tantangan baru bagi pembuatan kebijakan publik berbasis digital, terutama pada
negara berkembang yang notabennya masih banyak terjadi kasus Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Dibalik ketidakmampuan negara dalam menjaga komitmen para
aparatur sipil negara, ketidakhadiran masyarakat modern saat ini yang acuh terhadap
dunia politik membuat banyaknya kasus pelanggaran oleh pejabat publik (Merhi, 2022).
Oleh karena itu, selain kesiapan negara dan masyarakat dalam transisi menuju
digitalisasi perlu dilibatkan komitmen untuk saling berkontribusi, kolaborasi, menjaga
proses kebijakan publik sehingga memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang partisipasi digital dalam kebijakan publik di
era digital dari database Scopus, dapat dikatakan bahwa terjadi pola komunikasi dua arah
(feedback) melalui platform media digital antara negara dan masyarakat. Keberhasilan
pola komunikasi tersebut berbeda, antara negara berkembang dan negara maju. Hal
tersebut disebabkan berbagai faktor seperti; kualitas Sumber Daya Manusia, komitmen
negara dan masyarakat, hingga pengadaan fasilitas teknologi. Sehingga intervensi digital
mengubah cara pandang, bertindak, dan berinteraksi antara negara dan masyarakatnya.
Teknologi digital memberi dampak positif ataupun negatif tergantung bagaimana
pemerintah selaku regulator mengadopsi dan menentukan tujuan penggunaan teknologi
digital dalam sektor kebijakan publik, hal tersebut yang nantinya akan berdampak secara
langsung terhadap keberhasilan pola komunikasi dua arah melalui platform-platform
digital. Sehingga hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang pola
komunikasi partisipasi masyarakat dalam program kebijakan publik di era digital.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu Pemerintahan dengan melihat
dinamika interaksi atau relasi negara dan masyarakat di era digital. Sehingga menambah
literatur tentang topik partisipasi masyarakat dan kebijakan publik negara serta lebih
memperjelas roadmap pembahasan negara dan masyarakat sipil. Analisis mendalam
yang disajikan dengan meriview artikel ilmiah menimbulkan pembahasan dari berbagai
prespektif dan implementasi di negara maju dan berkembang tentang pengadopsian
teknologi digital yang dapat memberikan gambaran pola komunikasi yang efektif dan
tidak efektif dalam penggunaan teknologi digital, sehingga penelitian juga dapat menjadi
referensi untuk implementasi teknologi digital pada sektor pemerintahan kedepannya.

Karena terbatasnya sumber penelitian ini yang hanya menggunakan artikel dari
database Scopus dan penggunaan aplikasi VOSviewer untuk analisis artikel ilmiah, maka
temuan penelitian tidak dapat menggambarkan secara komprehensif pola partisipasi
masyarakat dan kebijakan publik di era digital. Sehingga pembahasan tentang pola
komunikasi masyarakat dan kebijakan publik negara hanya dari beberapa penelitian
dibeberapa negara. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlu menggunakan artikel
ilmiah lainnya yang bersumber dari database internasional bereputasi seperti Web of
Sience dan Dimensionds Scholars agar memperjelas penelitian selanjutnya serta
mendapatkan temuan yang lebih komprehensif.
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